BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan

mengenai Implementasi Hak Masyarakat Daerah Terpencil

atas Layanan Publik Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik (SPBE) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2009 di Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur, maka

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. mplementasi  pelayanan  publik  melalui = Sistem
Pemerintahan  Berbasis Elektronik (SPBE) kepada
masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 di Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur belum
terlaksana secara optimal. Berdasarkan teori implementasi
kebijakan George C. Edward Ill, pelaksanaan SPBE
belum sepenuhnya memenuhi indikator implementasi
kebijakan. Dari aspek komunikasi, sosialisasi mengenai
SPBE kepada masyarakat maupun pemerintah desa masih
belum optimal sehingga pemahaman terhadap layanan
berbasis elektronik masih rendah. Dari aspek sumber
daya, pelaksanaan SPBE masih terkendala keterbatasan
jaringan internet, gangguan listrik, fasilitas pendukung,
serta kemampuan aparatur dan masyarakat dalam
memanfaatkan teknologi informasi. Dari aspek disposisi,

pemerintah daerah telah menunjukkan komitmen dalam
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menerapkan SPBE melalui berbagai aplikasi dan layanan
digital, namun implementasinya belum didukung oleh
upaya yang berkelanjutan untuk memastikan seluruh
masyarakat dapat mengakses layanan tersebut secara
merata. Sementara itu, dari aspek struktur birokrasi,
koordinasi pelaksanaan SPBE telah berjalan, namun
belum diikuti dengan pemerataan pelayanan hingga ke
seluruh wilayah Kecamatan Kinal. Akibatnya, hak
masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang
mudah, cepat, terjangkau, dan berkualitas sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 belum sepenuhnya terpenuhi.

Pemenuhan hak masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan
publik melalui SPBE berdasarkan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 belum terlaksana secara maksimal.
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009, masyarakat berhak memperoleh pelayanan publik
yang mudah diakses, memberikan kepastian pelayanan,
perlakuan yang sama, serta memperoleh informasi yang
jelas. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa
pemenuhan hak tersebut masih menghadapi berbagai
kendala, baik berupa keterbatasan akses internet dan
sarana pendukung maupun belum optimalnya penyebaran
informasi serta pelayanan kepada masyarakat di daerah

terpencil. Kondisi tersebut menyebabkan hak masyarakat
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atas pelayanan publik berbasis elektronik belum dapat
diwujudkan secara menyeluruh.

3. Berdasarkan perspektif Siyasah Tanfidziyah,
implementasi hak masyarakat atas layanan publik melalui
SPBE belum sepenuhnya mencerminkan pelaksanaan
kebijakan pemerintahan yang efektif dalam mewujudkan
kemaslahatan masyarakat. Meskipun pemerintah telah
melaksanakan kebijakan = SPBE melalui penyediaan
berbagai  sistem  pelayanan  berbasis  elektronik,
pelaksanaannya belum sepenuhnya mampu menjamin
akses pelayanan yang merata bagi masyarakat daerah
terpencil. Dengan demikian, prinsip-prinsip Siyasah
Tanfidziyah yang menekankan pelaksanaan pemerintahan
secara adil, amanah, dan berorientasi pada kemaslahatan
masyarakat masih perlu diwujudkan secara lebih optimal
melalui peningkatan infrastruktur digital, pemerataan
akses pelayanan, penguatan kapasitas aparatur, serta

sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi

Pelayanan Publik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi
Di Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur), maka peneliti
memberikan beberapa saran sebagai berikut:
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Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur, khususnya
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo),
diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan pemerataan
infrastruktur jaringan internet serta fasilitas pendukung
SPBE agar pelaksanaan pelayanan publik berbasis
elektronik dapat berjalan secara optimal. Selain itu, perlu
dilakukan sosialisasi dan evaluasi secara berkala untuk
memastikan - pelayanan  berbasis  elektronik  dapat
dimanfaatkan oleh masyarakat.

Kepada Pemerintah Kecamatan Kinal dan Pemerintah
Desa, diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan
Pemerintah  Kabupaten = Kaur dalam mendukung
implementasi SPBE melalui peningkatan kapasitas
aparatur,  penyediaan sarana  pendukung, serta
pendampingan kepada masyarakat dalam memanfaatkan
layanan publik berbasis elektronik.

Kepada masyarakat Kecamatan Kinal, diharapkan dapat
meningkatkan pemahaman dan  partisipasi dalam
memanfaatkan layanan publik berbasis elektronik serta
aktif mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh
pemerintah sehingga pelayanan publik berbasis elektronik
dapat dimanfaatkan secara lebih efektif.

Kepada pemerintah sebagai pelaksana kebijakan,
diharapkan pelaksanaan SPBE tidak hanya berorientasi

pada penyediaan aplikasi dan sistem digital, tetapi juga
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memastikan bahwa pelayanan publik dapat diakses secara
mudah, efektif, dan merata oleh selurun masyarakat.
Pelaksanaan kebijakan tersebut hendaknya selaras dengan
prinsip Siyasah Tanfidziyah yang menekankan tanggung
jawab pemerintah dalam melaksanakan kebijakan secara
adil, amanah, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini
dapat menjadi referensi untuk mengembangkan kajian
mengenai implementasi SPBE dalam pelayanan publik,
baik dari perspektif hukum positif maupun  Siyasah
Tanfidziyah, sehingga dapat memberikan kontribusi
terhadap  pengembangan  pelayanan publik berbasis

elektronik di masa mendatang.
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